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BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4z TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

1.

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dalam rangka pembinaan, pembérdayaan dan perlindungan
masyarakat serta menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di
Kabupaten Ogan Komering Ulu, pemerintah kabupaten memberikan hibah dan

bantuan sosial;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Fedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD, Femerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pemberian hibah atau
bantuan sosial dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

bahwa sesuai Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat
Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821 ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun' 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) :

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004 Nomor C, Ta.nbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubahe terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat can Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara




Menetapkan :
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

,G\’K

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang HKesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemermtah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indones’a Tahun 2008
Nomeor 42, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4828) :

12.Peraturan Menteri Dalam Negsari Nomor 43 Tanes 22.2 1=m12ng 2I2.man

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 450);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 9);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 8).

: MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
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12,

13.

14.

16.

17,

18.

19.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban caerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui hersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanalan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kehijakan
Bupati  dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupa‘ti.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana
kerja dan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daecrah.

Rencana Kerja dan Anggaran SIIPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Kabupaten kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib-
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyala~ggarazn uresan cemerintah Kabuoatan.

Bantuan sosia! adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Kabupaten
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
sebagai dampalk krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana
alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar. ¥

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah haskah perjanjian hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
Kabupaten dengan penerima hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga
negara Republik /ndonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam
pembangunan ‘dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dar bantuan

sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB Il
HIBAH
Bagian Kesatu
. Umum
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dima‘k/s.ud pada ayat (1) dilakukan setelahfmemy

ditujukan untuk *g
_ aten dengan memperhatikan

“rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Pembnan lba

_ayat (1)

adilan, kepatutan
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; «
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada

satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya

berada dalam kabupaten.
bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya se
diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten sebagaimana

diamanatkan peraturan perundang-undangan.
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(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimatra dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ diberikan
kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dalam rangka penerusan hibah yang diterima
pemerintah Kabupaten dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4 ) Hlbah kepadar masyarakat sebagaimena dimaksud dalam Pasal 5 _ t_mruf d dlbenkan kepada

kelopoK orang uill Waﬁ»%@ﬁmuw ‘bidang pereke 1, pendidika
kesehatan, %agwmaan kesenian, adat istiadat, dan ‘ an non-

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e
diberikan kepada  organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal G ayat (4) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
@f‘memlllkn kepengurusan yang jelas; dan
&“%erkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada ,pemerintah HKabupaten sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten;

. meniiliki sekretariat tetap; dan
d. memiliki NPWP dan Nomor Rekening Banl<-atas nama Organisasi untuic hibhah berupa uang.

Bagian Kedua

Penganggaran
Pasal 8

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk
pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangean atas rekomendasi sebagaiména dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman ankasn anggaran hibah dalam rancangan

KUA dan PPAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah bé’?ﬁﬁﬁ’%aﬁng‘fﬁ jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. ©

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar

penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

A
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Pasal 11 [y 06N

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis helanja hibah,
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang

dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat,

dan(incian ohyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat D& .?an

byek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama
penerima dan besaran hibah. '

(3)

WA
Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala
daerah dan penerima hibah.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahar. hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah. '

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
(4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(@JBupati.menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang ata' jasa
““yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerirna hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyérahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencai"ran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

-

Pasal 15

hibah ggtgggﬁﬂimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
nerundang-undangan.
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1@?15(&1 integritas” dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
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Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 16 -

Penerinia hibah berupa 'uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati
melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

berupa harang atau jasa menyampaikan siaporansps
alui kepala SKPD terkait.

(2) Penerima
Bupati me

ibah kepada

Pasal 17 -~

(1) Hibah berupa ua'hg
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa ‘@i Y sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja Y
barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPDterkait

« Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tantang penetapan daftar penerima hibah; .

¢. NPHD;

ligunakan sesuai dengan NPHD; dan .
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa

atas pemberian hibah berupa barang/jasa. ‘

Pasal 19

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan mater’al atas penggunaan hibah yang
diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah; v

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah vang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-oukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi
penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa hagi pencrima
hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obvek pemerilksaan. :

A}

Pasal 20

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
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Pasal 21  (ho&sd

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan penerintah Kabupaten.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dai/atau jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Angigota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai
akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan
untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya

resiko sosial. -
TEHA-
Pasal 24

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan; ~
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) HKriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial
hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan

resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Db
meliputi:
a. memiliki identitas yang lsias: 40

B. berdomisiii dalam wilayah administratif pernerintah Kabupaten.
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Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap

tahun anggaran.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) huruf ¢ uiertikan
hahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tdjuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:

. rehabilitasi sosial;

. perlindungan sosial;

. jaminan sosial;

A

b

C. pem:berdayaan sosial;

d

e. penanggulangan kemiskinan; dan
1

penanggulangan hencana.

‘ Pasal 25

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk
mencegah dan menangani resiko darl guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal.

Pemberdayaan scsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf ¢ ditujukan untuk
menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema
yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarekat yang tida'x mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan
serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

Bantuan sosial dapat nerupa uang atau parang yang diterima langsung oleh penerima bantuan
sosial.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar. cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan -
miskin, bantuan makanan/pakaian kepad: vatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.
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Bagian Kedua
. Penganggaran
Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati.
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

l{epala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi
herupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

A}
"

Pasal 28

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 27
ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar
penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 \)’\‘Jc’“g

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian
obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan
dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang
berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rii.cian obyek belanja
bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Dalam rinciah okyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan
nama penerima dan besaran bantuan sosial.

#30A

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
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Pasal 32 Dw(a)>

(1) Bupati menetapkan daftaL_Eenerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati
berdasarkan Peraturan Daerah tentang AFBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang
tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ¢yat (1).

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(4) Bantuan sosial berupa uarg dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
penyalurannya melalui rekening penerima bantuan sosial.

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.C00.000,00 (lima juta
rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 34

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

\2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 35

(1) Bantuan sosial herupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosiai pada PPKD

dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SI{PD terkait.

+35 A
Pasal 36 D\Oéo’s

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial meliputi:
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati ;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

¢. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah
terima barang atas pernberian bantuan sosial berupa barang.
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Pasal 37

(1) Penerima bantuan sosial bertarggungjawab secara formal dan material atas penggunaan

bantuan sosial yang diterimanya.

{1) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial ;

b. curat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi

penerima bantuan sosial berupa uzng 2t2J salinan Lyl s=2-.2- carierz Narang Yag
penernima cantuan sosial berupa barang. :

Pertan§gungjawaban sebagaimana dimaksud nada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c¢ disimpan dan
dipergunakan oleh penerimga bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten dalam
tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial perupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam

neraca.

Pasal 39 \)’,o(-/\

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan
pada laporan realisasi ariggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dafam
penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten.

Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40
SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan keApada
Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat
penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,
penerima hibah atau bantuan sosial yang Dbersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

i o e s A e R VT I T s T P iR ST W T
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

l% Ditetapkan di Baturaja
. G LDeComby ~2011

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal & Lese

.
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